
 

 

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO 

TENTANG 

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
TAHUN 2025-2029 

 
A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN 

a. Dasar Hukum/Pertimbangan: 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal 

pembentukan Daerah Daerah kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik. 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Induk 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah. 

b. Tujuan Penyusunan 

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Melakukan penyesuaian arah dan strategi pelaksanaan SPBE sesuai dengan 

RPJMD Tahun 2025–2029. 

2. Memperbarui indikator, target, serta tahapan implementasi Rencana Induk 

SPBE agar lebih relevan dengan dinamika kebijakan nasional dan daerah. 

3. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan SPBE secara efektif, efisien, 

terpadu, dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon 

Progo. 

 

 






